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SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG

HARI DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

a.

1.

bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian
hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja
dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magetan;

bahwa ketentuan pengaturan hari dan jam kerja pada
Perangkat Daerah dalam Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2011 tentang Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magetan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu untuk
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari
dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Hari dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



Menetapkan

7.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari
dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 50);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita
Negara Tahun 2025 Nomor 267);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA

INSTANSI PEMERINTAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Magetan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan.



10.

11.

Bupati adalah Bupati Magetan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional
bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan Pelayanan
Publik.

Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan
tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu
operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan
Pelayanan Publik.

. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

disebut Jam Kerja ASN adalah rentang waktu yang
digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di
tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian
Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magetan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hari kerja dan jam

kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.



Pasal 3

Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu mulai hari Senin

sampai dengan hari Jum’at.

Pasal 4

(1) Jam kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah selama 37
(tiga puluh tujuh) jam 15 (lima belas) menit tidak termasuk
jam istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hari Senin sampai dengan Kamis:

1. masuk kerja : Pukul 07.30 WIB;
2. istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.15 WIB;
3. pulang kerja : Pukul 15.30 WIB.

b. hari Jum’at :
1. masuk kerja : Pukul 07.30 WIB;
2. istirahat : Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB;
3. pulang kerja : Pukul 15.00 WIB.

(2) Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadhan sebanyak 32
(tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu)
minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan
sebagai berikut:

Bagi Instansi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
a. hari Senin sampai dengan Kamis :

masuk kerja : Pukul 07.00 WIB s.d. 14.00 WIB
b. hari Jum’at :

masuk kerja : Pukul 07.00 WIB s.d. 11.30 WIB

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan hari kerja dan jam

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a. Perangkat Daerah/ atau Unit Kerja yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat yaitu Rumah Sakit Umum,
Pusat Kesehatan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan
Pelayanan lainnya yang sejenis ;

b. lembaga pendidikan SD, SMP, dan/atau yang sederajat.



Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan jam kerja reguler dan jam kerja di
bulan Ramadhan oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 setelah

mendapatkan persetujuan dari PPK.

Pasal 7

(1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan
secara fleksibel.

(2) Pelaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel
secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.

(3) PPK menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang
dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau
fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas
kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel, termasuk

kriteria jenis pekerjaan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7
wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu)
minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magetan wajib menerapkan disiplin
Pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam masuk kerja,
istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi
apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Magetan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pengaturan Hari
Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 47), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 6 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MUHTAR WAKID
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 19




